BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Di zaman Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Belasting dan kemudia
berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan yang selanjutnya diubah menjadi Kantor
Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat jenderal Pajak dibawah Departemen
Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi
Pajak, yaitu:

a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan

b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara

c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor
Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan
pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk
melayani masyarakan di dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi
Pajak Medan Barat.

Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989
N0.267/KMK.01/1989 , telah diadakan perubahan menyeluruh pada struktur Direktorat
Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor
Pelayanan Pajak dan juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terakhir  berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No0.443/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Medan
Polonia. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berada di
bawah kepala Kantor Wilayah.

Pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan dirubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan
Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, dan Medan Johor. Dilakukan perubahan oleh

53 jak.
2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia



Adapun Visi dari KPP Pratama Medan Polonia adalah mewujudkan pelayanan yang
profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan
negara dari sektor pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I.

Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Medan Polonia adalah meningkatkan
penerimaan dan pendapatan negara melalui PPh, PPN, dan PPnBM serta senantiasa
memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalah
usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan
pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas,
wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi
dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang
hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakan organisasi dalam usaha mencapai tujuan
yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian
tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat
hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam
oranganisasi yang mengahsilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara
efesien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya
dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat
kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut gambaran struktur organisasi KPP Pratama

Medan Polonia:
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Berdasarkan struktur organisasi yang tertera diatas, berikut ini akan diuraikan tugas
dari setiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia,
a. Kepala Kantor
Kepala kantor mempunyai tugas mengkordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan,
dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbagian Umum dam Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkordinasikan
tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturran kegiatan tata
usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

c. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)

Membantu kepala kantor dalam mengkordinasikan pengumpulan, pengolahan data,
penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha
penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-
Filing, dan penyimpanan laporan kinerja dengan teknologi informasi perpajakan sehingga
dapat memudahkan pekerjaan pada seksi PDI.

d. Seksi Pelayanan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkordinasikan penetapan dan penerbitan

produk hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan,



pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang
berlaku.
e. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas kepala kantor mengkordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana
pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat
Perintah Pemeriksaan Pajak.

f. Seksi Penagihan

Membantu tugas kepala kantor mengkordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan
penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan
penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Membantu tugas kepala kantor mengkordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan
kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Membantu tugas kepala kantor mengkordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis
perpajakan, penyususnan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data
Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding
berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada KPP Pratama Medan Polonia terdapat empat
kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang masing-masing pembagian tugas pokoknya
berdasarkan wilayah kerja tertentu.

i. Jabatan Fungsional

Kelompok fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas
dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan kewajiban pajak terhadap Wajib Pajak Orang
Pribadi (WPOP) dan badan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang

dikeluarkan.



Tabel 4.1

Daftar Jumlah Pegawai

No | Unit Organisasi Jumlah Pegawali
1 KPP Pratama ( Kepala kantor) 1
2 Sub Bagian Umum 9
3 Seksi Pengolahan Data 5
4 Seksi Pelayanan 14
5 Seksi Penagihan 6
6 Seksi Pemeriksaan 5
7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi | 10
8 Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il 11
9 Seksi Pengawasan dan Konsultasi 111 12
10 | Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 12
11 | Seksi Ekstentifikasi 11
12 | Fungsional Pemeriksaan Pajak 15
Jumlah 111

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia

4. Tax Amnesty di Kecamatan Medan Polonia
Penerapan kebijakan Tax Amnesty bukan semata persoalan penerimaan negara hamun
juga potensi untuk mendorong roda ekonomi. Selain itu perluasan basis data Wajib Pajak

tentu bisa mendukung terwujudnya postur APBN yang lebih sustainable. Hal ini menjadi



motif Pemerintah mengeluarkan UU Pengampunan Pajak. Bapak Ikhsan Amri Parinduri S,E
selaku Account Representative di KPP Pratama Medan Polonia mengungkapkan bahwa:*

“Tax Amnesty merupakan fasilitas yang diberikan Wajib Pajak yang merasa belum
mengungkapkan seluruh kewajiban perpajakannya, bisa tidak melaporkan penagihannya atau
tidak melaporkan hartanya sesuai kondisi yang sebenarnya”.

Pandangan yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Muhammad Hanafi selaku
Konsultan Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Prtama Medan Polonia mengenai
Tax Amnesty adalah kebijakan untuk Wajib Pajak dengan cara mengungkap hartanya dan
membayar uang tembusan, berikut pernyataan yang disampaikan :2

“Tax Amnesty merupakan kebijakan bagi Wajib Pajak untuk mengungkap semua harta
yang belum pernah dilaporkan baik Wajib Pajak yang patuh maupun Wajib Pajak yang tidak
patuh dengan cara membayar uang tembusan”.

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa Tax Amnesty merupakan penghapusan
sanksi atas pengungkapan harta yang belum pernah dilaporkan untuk semua Wajib Pajak dan
membayar uang tembusan sesuai dengan tarif yang berlaku. Keuntungan bagi Wajib Pajak
yang mau menerapkan kebijakan Tax Amnesty yaitu penghapusan sanksi atas kewajiban yang
seharusnya dibayar seperti ungkapan Bapak Ikhsan Amri Parinduri S,E selaku Account
Representative di KPP Pratama Medan Polonia bahwa 3

“Pertama semua kewajiban sebelum dan sampai pada tahun 2015 jika ada yang belum
ditagih, maka tidak bisa ditagih karna sudah diampuni, jika ada tunggakan yang dibayar
hanya pokoknya saja jadi ketika ada tagihan dari KPP nanti sanksinya tidak usah dibayar
hanya membayar pokoknya saja”.

Diperjelas oleh Bapak Ikhsan Amri Parinduri S,E selaku Account Representative di
KPP Pratama Medan Polonia bahwa harta yang belum dilaporkan akan dianggap sebagai
penghasilan dan dihitung sesuai undang-undang yang berlaku ditambah sanksi dan denda,
berikut pernyataannya:*

“Jika tidak mengikuti Tax Amnesty maka ketika ditemukan data bahwa ada harta yang
belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan dan dihitung pajaknya plus sanksi berupa

denda. Baik yang mengikuti Tax Amnesty ataupun tidak. Maksudnya ikut Tax Amnesty tapi

‘Ikhsan Amri Parinduri, Account Representative KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan, 16
Juli 2018

’Muhammad Hanafi, Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan, 16 Juli 2018

®lkhsan Amri Parinduri, Account Representative KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan, 16
Juli 2018

*Ikhsan Amri Parinduri, Account Representative KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan, 16
Juli 2018



yang diungkapkan belum semuanya nanti yang belum terungkap itu dianggap penghasilan,
dikenakan PPH plus sanksi 20%”.

Prosedur mengikuti Tax Amnesty di KPP Pratama Medan Polonia adalah dengan
mengajukan, mengisi, membayar dan yang pasti telah terdaftar sebagi wajib pajak atau
memiliki NPWP terlebih dahulu seperti pernyataan Bapak Ikhsan Amri Parinduri S,E selaku
Account Representative di KPP Pratama Medan Polonia mengungkapkan bahwa:®

“Pertama wajib pajak harus lapor dulu terutama ditahun 2016 setelah lapor nanti
mengisi formulir SPH . SPH merupakan Surat Pengakuan Harta terdiri dari formulir induk
dan formulir lampiran A-E harus diisi semua. Nanti isinya rincian harta yang mau diikutkan
Tax Amnesty bentuknya Excel (softcopy) yang dikumpulkan diberi materai dan surat
pernyataan-pernyataannya tergantung kondisi yang dikumpulkan fisiknya dan softcopy nanti
diloading di aplikasi setelah itu mendapatkan tanda terima sementara dari KPP. Selanjutnya
surat keterangan pengampunan akan dikirim dari Kanwil kurang lebih 10 hari bahkan bisa
lebih, tanggalnya tidak telat hanya mengirimnya kadang tertunda. Jika sudah mendapat surat
pengampunan baru diampuni terus bisa dimulai dari awal. Wajib pajak diberi kesempatan 3x
untuk menyampaikan SPH jadi jika pengajuan pertama belum sesuai bisa menyampaikan lagi
sampai 3x. Jika sudah 3x sudah tidak bisa mengajukan lagi”

Pernyataan yang sama diungkapkan dan di perjelas oleh Bapak Muhammad Hanafi
selaku Konsultan Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia
bahwa :°

“Jika yang belum ber-NPWP, wajib pajak harus ber-NPWP dulu. Jika sudah punya
bisa langsung mengajukan dengan cara membayar uang tebusan, langkah pertama harus
mengisi formulir selanjutnya akan kelihatan uang yang harus dibayar (uang tebusan). Uang
tembusan dibayarkan kebank bukan di kantor pos setelah dibayar baru mengajukan ke kantor
pajak. Tapi sebelum bayar biasanya ngisi formulir dulu biasanya dicek dulu sama petugas
sudah benar atau belum karna kebanyakan Wajib Pajak kurang paham mengisinya. Biasanya
itu tanya- tanya dulu atau konsultasi pada petugas pajaknya serta diajari secara rinci dalam
mengisi formulir. karna formulirnya banyak, setelah sudah benar berarti ketahuan uang
tembusannya, terus dibayar lalu mengajukan ke kantor pajak. Karna ini merupakan barang
baru, aturan baru jadi banyak yang masih kebingungan karna formulirnya juga banyak yang

harus diisi”.

®lkhsan Amri Parinduri, Account Representative KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan, 16
Juli 2018
®Muhammad Hanafi, Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan, 16 Juli 2018



Adapun ungkapkan lainnya oleh Ibu Andini Febriany selaku Wajib Pajak di KPP
Pratama Medan Polonia bahwa:’

“Hal pertama yang dilakukan dalam prosedur Tax Amnesty yaitu melakukan
pelaporan harta ke KPP terdaftar baik harta yang berada di dalam maupun luar negeri,
meyetorkan surat pernyataan asset, proses penghapusan dan pembebasan sanksi”.

Penyampaian laporan pasca Tax Amnesty bagi Wajib Pajak yang berada di luar negri
atau jauh dari KPP terdaftar itu juga di jelaskan oleh Bapak Ikhsan Amri Parinduri S,E selaku
Account Representative di KPP Pratama Medan Polonia bahwa:®

“Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan melalui saluran tertentu yaitu dengan
melalui pos dan sistem online yang disebut e-Filling, dimana pun kita berada kita sudah bisa
melaporkan pajak kita sendiri”.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Andini Febriany selaku Wajib Pajak di
KPP Pratama Medan Polonia bahwa:®

“Wajib Pajak yang berada di Luar Negri juga wajib melakukan Tax Amnesty dengan
menyampaikan melalui pos/ekspedisi dan juga melalui e-filling”.

Cara menghitung uang tembusan adalah dengan mengkalikan tarif sesuai ketentuan
bentuk pengampunan yang diterapkan dengan harta bersih dimana harta bersih merupakan
harta tambahan dikurangi dengan utang terkait perolehan harta tambahan tersebut dan belum
dilaporkan di SPT PPh terakhir. Bentuk pengampunan pajak atau tax amnesty dan tarif yang
diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:°

1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka

waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama

sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai

berlaku,

"Andini Febriany, Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan, 16 Juli 2018

®lkhsan Amri Parinduri, Account Representative KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan, 16
Juli 2018

°Andini Febriany, Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan, 16 Juli 2018

%Yndang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, hal. 5-6
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/full Text/2016/11TAHUN2016UU.pdf, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018



http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf

b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan
keempat terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2016, dan

c) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak
tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah sebesar:

a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan
pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini
mulai berlaku,

b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan
keempat terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2016, dan

c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak
Terakhir adalah sebesar:

a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta
sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat
Pernyataan, atau

b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk
periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang
ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Menurut Bapak Ikhsan Amri Parinduri S,E selaku Account Representative di KPP
Pratama Medan Polonia dalam menyikapi penerapan dan pelaksanaan/sosialisasi Tax
Amnesty di Indonesia khususnya di Medan Polonia bahwa:**

“Sangat baik, selain itu dapat menambah peningkatan pajak. Dan dalam sistem
pelaksanaan/sosialisasi itu juga cukup baik dan berkelanjutan di seluruh Lembaga dan

Institusi lainnya”.

lkhsan Amri Parinduri, Account Representative KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan,
16 Juli 2018



Pernyataan selanjutnya juga di sampaikan oleh Bapak Muhammad Hanafi dan Ibu
Andini Febriany selaku Wajib Pajak dalam menyikapi penerapan dan pelaksanaan/sosialisasi
Tax Amnesty di Indonesia khususnya di Medan Polonia bahwa:*?

“Cukup baik, karna dalam penerapan dan pelaksaan/sosialisasi tax amnesty dari situ
kita tahu bahwa banyak masyarakat yang selama ini menyembunyikan harta mereka. Tax
Amnesty merupakan program pemerintah yang sangat bagus, karena selain dapat membantu
penerimaan pajak, Tax Amnesty juga sangat menguntungkan Wajib Pajak yang memiliki
utang pajak yang banyak™.

Keuntungan yang didapat dalam melaksanakan Tax Amnesty menurut Bapak Ikhsan
Amri Parinduri S,E selaku Account Representative di KPP Pratama Medan Polonia bahwa:*®

“Ada banyak keuntungan yang bisa diterima diantaranya, penghapusan pajak, Bebas
Pemeriksaan Setiap pelaporan, Penghapusan Sanksi Andministrasi Bila Anda telat membayar
pajak, Tidak Ada Pemeriksaan Pajak Dalam hal ini, Pembebasan PPh, Lebih Mudah
Mendapat Akses layanan Perbankan Selain terhindar dari masalah yang terkait dengan sanksi
dan denda pajak. Satu hal yang perlu ketahui adalah, Tax Amnesty ini hanya sekali
diterapkan, jadi sangat sayang untuk dilewatkan. Sebab pemerintah memberikan berbagai
paket keringanan bagi Wajib Pajak yang berniat untuk melapor penghasilan kena pajak secara
terbuka, atau membayar pajak yang belum terbayarkan”.

Pernyataan lainnya dari bapak Muhammad Hanafi selaku Wajib Pajak di KPP

Pratama Medan Polonia tentang keuntungan Tax Amnesty bahwa:**
“Kalau menurut saya itu sudah jelas ada keuntungannya, karena kalau tidak mengikuti Tax
Amnesty dan masih tidak jujur dalam mencantumkan daftar harta kita di SPT Tahunan itu
akan segera di tindak lanjuti oleh petugas pajak jika kita tidak memasukkan kedalam SPT
Tahunan, secara otomatis aset-aset kita akan diketahui oleh petugas pajak dengan ada nya
Tax Amnesty. Dengan ada nya Tax Amnesty tersebut membuat kita tenang dan program
tersebut itu harus dimanfaatkan bagi masyarakat”.

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Andini Febriany selaku Wajib

Pajak bahwa:*

?Muhammad Hanafi, Andini Febriany, Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara,
Medan, 16 Juli 2018

Blkhsan Amri Parinduri, Account Representative KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan,
16 Juli 2018

“Muhammad Hanafi, Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan, 16 Juli 2018

>Andini Febriany, Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia, Wawancara, Medan, 16 Juli 2018



“Keuntungan dalam melaksanakan Tax Amnesty sangat banyak yang didapat Wajib
Pajak yang mengikuti Tax Amnesty salah satu nya terhidar dari masalah yang terkait dengan

sanksi pajak dengan mengungkapkan harta secara jujur serta membayar uang tebusan”.

5. Perkembangan pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah pelaksanaan
Tax Amnesty
Analisis pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi sesudah pelaksanaan Tax
Amnestyuntuk melihat apakah terjadi perubahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak pelaksanaan Tax Amnesty. Analisis
ini dilakukan dengan menghitung selisih jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun ke

tahun. Presentase peningkatan jumlah WPOP yaitu :

SelisihJumlahWPTerdaftar
WPOPTerdaftarSe belumnya

Persentase Peningkatan WP OP = x 100%

Tabel 4.2 Presentase Penambahan Jumlah WPOP Terdaftar di KPP Pratama Medan
Polonia sebelum Tax Amnesty — sesudah Tax Amnesty

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah WP | 137.408 143.380 150.262 156.547 166.162
OP

Persen (%) - 4,34% 4,79% 4,18% 6,14%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia 2013-2017 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa terdapat penambahan jumlah Wajib
Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia setiap tahunnya. Pada tahun
2013 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 137.408. Pada tahun 2014
jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 143.380 dengan presentase
penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 4,34%. Pada tahun 2015 jumlah
Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 150.262
dengan presentasenya sebesar 4,79%. Pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
terjadi peningkatan kembali dari tahun sebelumnya sebesar 156.547 dengan presentasenya
sebesar 4,18%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat tinggi jumlah Wajib



Pajak Orang Pribadi sebesar 166.162 dari tahun sebelumnya dengan presentase sebesar
6,14%. Dengan demikian jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama
Medan Polonia terjadi penambahan setiap tahunnya. Namun apabila dilihat dari
pertumbuhannya terjadi penurunan ditahun 2016. Akan tetapi peningkatan pertumbuhan yang
signifikan terjadi di tahun 2017 dengan persentase yang di dapat sebesar 6,14%.

6. Perkembangan tingkat kepatuhan WPOP atas pelaporan dan penyetoran SPT
tahunan oleh WPOP.
Analisis tingkat kepatuhan WPOP atas pelaporan dan penyetoran SPT tahunan oleh
WPOP. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah realisasi SPT oleh WPOP
dengan jumlah WPOP wajib SPT, yaitu :

Presentase Kepatuhan WPOP Dalam Realisasi SPT sebelum Tax Amnesty

_ JumlahRealizsasiSPTWFPOF
T JumlahWPOPWajibSPT

X 100%

Tabel 4.3 Presentase Kepatuhan WPOP Dalam Realisasi SPT di KPP Pratama Medan
Polonia sebelum Tax Amnesty

Tahun 2013 2014 2015
WP OP Wajib SPT 66.166 60.907 50.047
Realisasi SPT WP OP 31.877 30.720 36.088
Persen (%) 48,17% 50,43% 72,10%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia 2013-2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Polonia sebelum Tax
Amnesty. Pada tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang wajib melaporkan atau
menyampaikan sebanyak 66.166, dan yang melaporkan atau menyampaikn SPT Tahunan

wajib pajak orang pribadi sebesar 31.877 dengan presentase sebesar 48,17%. Pada tahun



2014 Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan
sebelum Tax Amnesty sebesar 60.907 ini mengalami penurunan ditahun sebelumnya dan yang
menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan sebesar 30.720 dengan presentase sebesar
50,43%. Pada tahun 2015 Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyampaikan atau
melaporkan SPT Tahunan sebesar 50.047 yang di tahun ini terjadi kembali penurunan dari
tahun sebelumnya dan yang menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan sebesar 36.088
dengan presentase 72,10% yang mengalami peningkatan dalam menyampaikan dan
melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tax Amnesty dari tahun
sebelumnya.

Dengan demikian ditahun 2015 mengalami peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang wajib menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan namun yang menyampaikan dan
melaporkannya itu tidak sebanyak di tahun 2014 dan 2015. Karena pada tahun 2014 dan 2015
tersebut bahwa terdapat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyampaikan atau
melaporkan SPT Tahunan itu sedikit dari tahun 2013 tetapi Wajib Pajak Orang Pribadi lebih
banyak menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan dibandingkan dari tahun sebelumnya
dengan jumlah presentase yang meningkat. Ini membuktikan bahwa setiap tahunnya
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan
sebelum Tax Amnesty itu mengalami peningkatan.

Tabel 4.4 Presentase Kepatuhan WPOP Dalam Realisasi SPT di KPP Pratama Medan

Polonia sesudah Tax Amnesty

Tahun 2016 2017
WP OP Wajib SPT 58.573 53.924
Realisasi SPT WP OP 42.620 44.236
Persen (%) 72,76% 82,03%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia 2016-2017 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi (WPOP) dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan sesudah Tax Amnesty.
Pada tahun 2016 Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyampaikan atau melaporkan SPT
Tahunan sebesar 58.573 dan yang menyampaikan atau melaporkan sebesar 42.620 dengan
presentase sebesar 72,76%. Pada tahun 2017 Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib

menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan sebesar 53.924 dan yang menyampaikan atau



melaporkan SPT Tahunan sebesar 44.236 dengan presentase 82,03% ini mengalami

peningkatan dalam menyampaikan SPT Tahunan dari tahun sebelumnya.

7. Perkembangan kontribusi kebijakan Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak.
Analisis kontribusi kebijakan Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak. Analisis ini
dilakukan dengan cara:
Menghitung kontribusi Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan
Polonia 2016.

Persentase Kontribusi Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak

PenerimaanTaxdmnesty

x 100%

- PenerimoanPajaktahun20lé

Tabel 4.5 Presentase Kontribusi Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak di KPP

Pratama Medan Polonia

Penerimaan Penerimaan Tax Persentase
Tahun Pajak Amnesty Kontribusi Tax
Amnesty
2016 2.296.144.510.600 | 1.233.856.622.096 53,73%
2017 1.658.381.962.697 | 1.233.856.622.096 74,40%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa kontribusi Tax Amnesty terhadap
penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak
sebesar 2.296.144.510.600 dan jumlah penerimaan Tax Amnesty pada Wajib Pajak Orang
Pribadi sebesar 1.233.856.622.096 dengan presentase 53,73%. Pada tahun 2017 jumlah
penerimaan pajak sebesar 1.658.381.962.697 dan jumlah penerimaan Tax Amnesty pada
Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1.233.856.622.096 dengan presentase sebesar 74,40% .
Membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Target Penerimaan Sebelum Tax

Amnesty Dan Tahun Pelaksanaan Tax Amnesty Tahun 2016.

RealizsasiP enerimaanPajak

Persentase = X 100%

TargetPenerimaanPajak




Tabel 4.6 Presentase Target Dan Realisasi Penerimaan pajak sebelum Tax Amnesty

KPP Pratama Medan Polonia

Tahun 2013 2014 2015
Target 1.008.892.616.999 | 872.030.690.000 992.259.124.000
Realisasi 775.144.420.380 550.402.122.703 | 1.186.091.674.556

Persen 76,83% 63,12% 119,53%

Sumber : KPP Pratama Medan Polonia 2013-2015 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya
meningkat. Pada tahun 2013 target penerimaan pajak sebelum Tax Amnesty di KPP Pratama
Medan Polonia sebesar 1.008.892.616.999 dan realisasi penerimaan pajak sebelum Tax
Amnesty sebesar 775.144.420.380 dengan presentase sebesar 76,83%. Pada tahun 2014 target
penerimaan pajak sebelum Tax Amnesty sebesar 872.030.690.000 dan realisasi penerimaan
pajak sebelum Tax Amnesty sebesar 550.402.122.703 dengan presentase sebesar 63,12%.
Pada tahun 2015 target penerimaan pajak sebelum Tax Amnesty sebesar 992.259.124.000 den
realisasi penerimaan pajak sebelum Tax Amnesty sebesar 1.186.091.674.556 dengan
presentase sebesar 119,53% yang mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun
sebelumnya. Tetapi penerimaan pajak ini di tahun 2013 dan 2014 belum optimal, karna masih
jauh dari target yang di tetapkan oleh KPP Pratama Medan Polonia.

Tabel 4.7 Presentase Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016 (periode Tax
Amnesty) KPP Pratama Medan Polonia

Target Realisasi Persen

1.684.515.537.000 2.296.144.510.600 136,31%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia (Data diolah)



Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa target penerimaan pajak pada
periode Tax Amnesty di tahun 2016 sebesar 1.684.515.537.000 dan realisasi penerimaan
pajak sebesar 2.296.144.510.600 dengan presentasenya sebesar 136,31%. Ini menunjukkan
bahwa penerimaan pajak sudah optimal, karena sudah melewati target penerimaan pajak yang
di tetapkan oleh KPP Pratama Medan Polonia.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan, maka peneliti dapat
menganalisis bahwa Tax Amnesty merupakan penghapusan sanksi atas pengungkapan harta
yang belum pernah dilaporkan untuk semua Wajib Pajak dan membayar uang tembusan
sesuai dengan tarif yang berlaku. Menurut sebagian Informan kebijakan Tax Amnesty sangat
menguntungkan bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak yang tidak patuh seperti
dihilangkannya sanksi dan denda. Hal ini sesuai dengan pengertian Tax Amnesty yang
termuat dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 1 yaitu, Tax Amnesty adalah
penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan
dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang
tembusan.

Hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi
(WPOP) sebelum dan sesudah pelaksanaan Tax Amnesty menunjukkan bahwa kebijakan
tersebut memberikan dampak terhadap jumlah pendaftaran WPOP. Hal ini terlihat dari
presentase WPOP terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia sebelum pelaksanaan Tax
Amnesty mengalami peningkatan. Namun dilihat dari pertumbuhannya terdapat penurunan di
tahun 2016. Dan terjadi peningkatan signifikan di tahun 2017. Artinya penambahan jumlah
WPOP terdaftar mengalami dua kali peningkatan. Dapat disimpulkan bahwa WPOP yang
belum mempunyai NPWP memanfaatkan kebijakan Tax Amnesty dengan mendaftarkan diri
sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP.

Hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari dua sisi.
Yang pertama yaitu, jumlah WPOP wajib SPT setelah pelaksanaan Tax Amnesty pada tahun
2016 — 31 maret 2017 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelum Tax
Amnesty. Hal ini membuktikan bahwa Tax Amnesty cukup efektif menekan jumlah WPOP
menjadi WPOP wajib SPT. Namun, dibandingkan dengan banyaknya jumlah WPOP wajib
SPT terdaftar dan realisasinya, tahun 2016 menunjukkan jumlah lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa minat WPOP untuk memanfaatkan Tax

Amnesty berkaitan dengan SPT dan fasilitas yang diberikannya sangat baik.



Berdasarkan Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Sesudah
Pelaksanaan Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Polonia terlihat bahwa setelah
pelaksanaan Tax Amnesty membuat Wajib Pajak merasa senang (afektif) dan mendukung
adanya penerapan kebijakan Tax Amnesty, karena Wajib Pajak merasa mendapatkan banyak
keuntungan (kognitif), namun pada kenyataannya Wajib Pajak yang menerapkan kebijakan
Tax Amnesty masih sangat kurang (behaviour). Sehingga Wajib Pajak menginginkan adanya

penerapan kebijakan Tax Amnesty kembali.



